
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
P-embentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Proviruri Jawa Tengah; 

Mengingat 

c. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan buruf b, maka perlu 
menetapkan. dengan Peraturan Bupati tentang Tata 
Cara Pemungutan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil 
Negara Yang Beragama Islam di Lingk:ungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. 

b. babwa guna kelancaran pemungutan/pengumpulan 
zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan 
Pernerintah Kabupaten Jepara, maka perlu 
menetapkan tata cara pemungutan zakat profesi bagi 
Aparatur Sipil Negara yang beragama Islam di 
lingkungan Kabupaten Jepara; 

a. babwa zakat merupakan salah, satu sumber dana 
untuk memajukan kesejabteraan umum dan keadilan 
sosial serta dapat meminimalisir kesenjangan sosiaJ 
daJam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Jepara, 
maka perlu dilakukan berupa fasilitasi pemungutan 
zakat profesi, !nfaq/sedekab Aparatur Sipil Negara 
yang beragama Islam di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jepara; 

Menimbang 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

TATA CARA PEMUNGUTAN ZAKAT PROFES! BAG1 APARATUR SIPCL 
NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DJ LTNGKUNGAN PEMER!NTAH 

KABUPATEN JEPARA 

BUPATIJEPARA 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI JEPARA 

NO MOR 4 TAHUN 2019 

TENT ANG 



PEMUNGUTAN ZAKAT PROFESI BAOJ APARATUR SIPIL 
NEGARA YANG BERAGAMA ISLAM DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEPARA. 

CARA TATA TENT ANG BUPATI PERATURAN 

MEMOTUSKAN: 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Urusan Pemerintahan yang rnenjadi 
Kewena.nga.n Pemerintah Ka.bupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 5); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang 
Pelaksana.an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 
tentang Pengelolaan Zakat (Lembara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhi.r 
dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun. 2014 tentang 
Apararur Sipil Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5494); 

3. Ondang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 
Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 164, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5234); 

Menetapkan 



Zakat profesi Aj:vlran ,r Sipil Negara ditetapkan oleh UPZ ben:lasarl®1 data M1..12.8kki eerta 
data nisha.b yangdibimpunoleh UPZ. 

&\BU 
PRINSIPIBNErAPANZAKATffiOFESJ 

11. N"1sha.b Zakat adalab oiJai dasar berupa jumlah minimal hana dan/atau 
penghasilan profesi dalamrnasa 1 (satu) tahun. 

10. Unit Pengumpu) Zakat Profesi yang selanjutnya disebut UPZ adalab J<esaman 
orgaoisasi yang ditetapkan oleh Sadan Amil Zakat Nasiooal Kabupaten .Jei;-era 
dengan !L1ff1Smengumpullam2.8lau: profesi unllJkmelayanim 122kki yang berada 
disetiap Or&arosasi PerangkatQ.erah 

9. Bendahara adalah pengurus atau peaan~gjawab keuangan pada unit kerja 
masing-masingpada sab..lan kerja perangkatdaerah.KabupatenJepara. 

OilamPetaOJran&q:ati ini yang climakwcl dengan ; 
1. Daerah adalah daerah KabuparenJepara. 

2. Pemerint911 Cnemh Adnklb ~ M~ unsir penyele,gp;na Pemerlnmbn 
O:lerah yang me11i1111i11 pelaksaoean uru.san pemerintaban yang meajadi 
kewenan~nI' ..erah oroncm._ 

3. a¢ adalab aip,mJepara. 
4. ~ ~Jab harta yang wajib disistblam oleh seorang mus1im atau badan yang 

dimlliki oleh orang rouslim sesiai d~ ketentuan agama untuk diberil<an 
krp;Kfa yang berhakmenerima.1Ja 

.i ad@1 Amil 2valc NssiaJa1 Kerupmen ..epsm yang selaqft,au,z disebut: B4ZN4S 
KawJ:ateo ada/ah /emba&3 pmgelola zal<at .)'Mg dibentuk olch peme.rincah 
t:erdirl dari = masyarakat clan pemerintah dengan mgas, .meo~p..llkan, 
.merxlistnlxlsikBn dan mendayaguna)am mkat sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam. fi . 
6. Zakat profesi adalah zakat yang wajib dirunikan dari -penghasilan pro esi 

Apara.:turSipil Negara, . . 
7. Muza1oo adalsb setiap Apararur Sipil N~ ~ ls1am yang menq:,.myai 

kewa.Jfuanmeba.yar z.a)sat. 
8. A;para\ur Si.pil N~ yang se1anju\Tiya aan setenlS'.cya aiseout ASN aoalan. 

Aµnalln"Sipil N~dilin~~~patenJepara. 

CIDl 
IW3l 

KEIENTUAN UMUM_ 
Pasal l 



flasil pemlU'lgutBn Zakat Profesi sebegaimana dimaksJd dalam Pasa1 6 disetor kepada 
EWNAS Kabtqmen Jeµna melalui rekening Bank.yang dilnnjuk ~ lambat taJWI 
10 setiap bu.Ian berjalan dan dituangkan dalam beritaacaraserah terimazakat.profesi. 

Pasal7 

(2) Pemungu1Bn zakat sel:ega.imana climaks.ld pada ayat (J) clila.lwkan pada saat 
peneriroaan gaji 

(1) Bendahara gaji di setiap OID bertugas memotong gaji ASN sebagai pemungutan 
Zakat Profesi berda.sarl<30 daftar rekapitulasi Mllulkki yang clitetapkan UPZ. 

(3) HasiJ pendataan sebegaimana dimaks vi pada ayat (2) diSU11.JJ1 dalam daftar 
rekapitulasi Mwakki antuk diajukan kepada Bendabara. gaji pada setiap OID 
seoogai baban pemungutan zakatprofesi. 

(1) Unluk penetapen dan pemungutan Zakat Profesi, BAZNAS Kablq:at.en Jepam 
membeatukdanmenetBplam.OFZ. 

(2) OFZ bertugas melakukan pendataan &ibyek Zakat. menghinmg dan menetapsan 
nisbabzakatprofesi, sertamenetapkan Mwakki padaseluruh OID; 

Pasal5 

BAB!V 
FEMUNGUrAN 

(1) Nishab Zakat Profesi sel:ega.imana dimaks.!d ayat (2) sesuai dengan baJ"ga emas 
dipasai81L 

(2) 8esaran nisbab lBl<at Profesi yang dikenakan setiap bu.Ian bagi ASN akan 
ditindaklanjutiden&=111Surat Edaran fuµm. 

P,ASAI,4 

(1) Subyek mkat profesi yaitn setiap ASN ~ 1slam dilinglrungm Pemerintah 
Ce.erahKaruparenJepara yang merrquiyai peni,lhasilan gaji sebesru- sama dengan 
NlshabZakat Profesi; 

(2) O~ek Zakat Profesi yaitu penghasilan gaji setiap bu.Ian yang memeaubi syarat 
nisbab seoondin:; dengan harga 8.5 gram emas clarl perolehan peof):lasDan gaji 
selama l (satu) tahun. 

Pasa.13 



Pengelolan dan Pemungutan Infaq/Sedekab sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal l2 berlaku sesuai kecentuan Pasal 5, PasaJ 6, dan Pasal 7. 

Pasal 13 

(1) Bagi ASN yang belum dapat dikategorikan sebagai Muzakki dalam 
Zakat Profesi, dikenakan lnfaq/Sedekab. 

(2) Kadar Infaq/Sedekab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 
satu koma lima persen ( 1,So/o) dari penghasilan gaji setiap bulan, 

Pasal 12 

BAB V1l 
SEDEKAH/lNFAQ 

Kepala Perangkat Daerah memerintabkan bawabannya untuk membayar 
zakat profesi pada unit kerjanya masing-masing. 

Pasal 11 

Setiap ASN yang ditetapkan sebagai muzakki oleb UPZ dikenakan zakat 
profesi sebesar dua koma lima persen (2,5%) dari penghasilan gaji setlap 
bulan. 

Pasal 10 

Kadar Zakar Profesi ditetapkan sebesar Dua Koma Lima Persen (2,5%) 

BAB Vl 
KADAR ZAKAT PROFESl 

(l) UPZ berhak dan berwenang mengelola zakat sebesar tiga puluh persen 
(30%) dari zakat, infaq clan sedekah yang disetor kepada BAZNAS 
Kabupaten sesuai dengan syariat Islam. 

(2) BAZNAS Kabupaten menyetor kembali kepada UPZ sebesar tiga puluh 
persen (30%) .oebagaimaoa ayat (1) paling lambat tanggal 20 (dua 
puluh) setiap bulan secara tunai arau non runai. 

(3) lJPZ wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran yang dikelola 
sebagaimana ayat (1) paling lambat stiap tanggal 5 Juli dan 5 Januari. 

Pasal 8 

BABV 
HAK DAN KEWENANOAN UPZ 

Pasal 9 



KABOPATEN JEPARA TAHUN 2019 NOMOR 4 SERITA 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 15 Januari 2019 

Ditetapkan diJepara 
pada tanggal 15 .ranuari 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peratu:ran Bupati ini dengan penepatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 15 

BABX 
l(E')'ENTUAN PENOTUP 

Pasal 14 

BAB VII 
PEL.APO RAN 

pelaksanaan 
dan dana 

akhir tahun 

( l) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan 
pengelolaan zakat profesi ASN, infak, sedekah, 
sosial keagamaan lainnya setiap 6 (enam) bulan dan 
kepada Bupati melalui Sekrearls Daerah, 

(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di 
audit syariat dan audit keuangan. 

(3) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintaban di bidang 
agama. 

(4) Audit keuangan sebagaimena dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
akuntan publik, 


